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ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU KAMPANYE HITAM (BLACK CHAMPAIGN)PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM MELALUI MEDIA SOSIAL)

Rusdiyanto
(235114094)
						
Metode kampanye politik mengalami perkembangan hingga pada pemanfaatan media sosial.Pemanfaatan media sosial Instagram dalam kampanye politik sering disalahgunakan untuk penyebaran black campaign.Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk kampanye hitam (black champaign) di media sosial dalam Pemilahan umum, bagaimana unsur-unsur tindak pidana kampanye hitam (black champaign) di media sosial, bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku pembuatkampanye hitam (black champaign) di media sosial.Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (library research).Jenis data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dan disusun secara sistematis dan untuk mentelaah data-data sekunder menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk-bentuk dari tindak pidana black campaign pada pemilu adalah berupa menghasut, memfitnah dan juga mengadu domba.unsur-unsur tindak pidana kampanye hitam (black champaign) di media sosial adalah harus dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang dimaksudkan agar tuduhan itu diketahui oleh umum melalui bentuk tulisan atau gambar dan menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkannya pada publik/umum. Pertanggungjawaban pidana pelaku pembuatkampanye hitam (black champaign) di media sosialdapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pertanggungjawaban pidana dapat bergantung pada bentuk dari tindak pidana black campaign yang dilakukan. Apabila pelaku melakukan black campaign dalam bentuk pencemaran nama baik atau penghinaan maka besaran pidana yang dapat diberikan adalah paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan jika dalam bentuk menyebarkan informasi dengan tujuan menimbulkan rasa kebencian kepada lawan politik (individu) sanksi pidana dapat penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
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ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE LIABILITY OF BLACK CAMPAIGN
PERPETRATORS IN THE IMPLEMENTATION OF GENERAL
ELECTIONS THROUGH SOCIAL MEDIA

RUSDIYANTO
(235114094)

Political campuign methods have evolved, especially with the utilization of social media.

The use of Instagram in political campaigns has ofien been misused for the spread of black
campaigns. The issues examined in this thesis are: the forms of black campaign on social
media during elections, the elements of criminal acts involved in biack campaigning on
social media, and the criminal liability of the perpetrators of black campaigns on social
media. This thesis employs a library research method. The data types used are primary and
secondary data, organized systematically, with a normative juridical approach used 10
examine secondary data and analyzed qualitatively. The rescarch findings reveal that the
forms of criminal acts related to black campaigns during clections include incitement,
defamation, and the incitement of conflict. The clemenis of criminal acts of black
campaigns on social media include deliberately attacking the honor or reputation of a
person by making allegations intended to be publicly known through written words or
images, and broadcasting, exhibiting, or affxing them publicly. The criminal liaility of the
perpetrators of black campaigns on social media can be pursucd under Law No. 7 of 2017
on General Elections and Law No. 19 of 2016 on Amendments to Law No. 11 of 2008 on
Information and Electronic Transactions. The criminal liability depends on the form of
black campaign committed. If the perpetrator engages in defamation or insuli, they may
Jace a prison sentence of up to 4 years and/or a fine of up to Rp750,000,000.00. If the black
volves spreading  information intended 1o incite hatred against political
duals), the sanction may be up 10 6 years in prison andor a fine of up to
0.
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